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Terbit : Dua Kali Setahun 



PENGANTAR REDAKSI Om Swastyastu Puji syukurkami panjatkan kehadapan Tuhan 

Yang Maha Esa/lda Sang Hyang Widhi atas anugrah-Nya sehingga Jurnal Ilmiah 

IlmuAgama dan Ilmu Hukum ”VYAVAHARADUTA” Volume XII No.2, September 2017, 

bisa terbit sesuai dengan rencana. Jurnal ”VYAVAHARA DUTA", sangat penting 

kehadirannya tidak hanya bagi kalangan akademis di lingkungan kampus, khususnya 

Fakultas Dharma Duta Institut Hindu Dharma Negeri Denpasar, tetapi j uga bagi 

masyarakat luas, dalam rangka meningkatkan wawasan dan pengetahuan tentang ilmu 

agama dan ilmu hukum.  

 

Jumal ini bisa dijadikan referensi, dokumentasi atau kajian ilmiah dalam 

menganalisis/menulis ilmiah dan memecahkan berbagai masalah agama dan hukum di 

TanahAir yang semakin kompleks dewasa ini seirama dengan perkembangan globalisasi. 

Dalam penerbitan kali ini ”VYAVAHARA DUTA”, diawali dengan tulisan "HUKUM 

LINGKUNGAN HIDUP DAN KETENTUAN PIDANA LINGKUNGAN HIDUP” Oleh 1 Made 

suta, "EFEKTIFITAS PERATUR.AN WALIKOTA DENPASAR NO 9 TAHUN 2009 TERHADAP 

PENEGAKAN HUKUM MINIMARKET TIDAK BERIZIN Dl KOTA DENPASAR-BALI" Oleh 1 

Made Walesa putra, ”KEPUTUSAN MUDP : ANAK PEREMPUAN DALAM HUKUMADAT 

WARIS BALI” Oleh Ida Bagus Sudarma Putra, SH.,MH, "PERKEMBANGAN HAK MEWARIS 

PEREMPUAN HINDU DALAM HUKUM WARIS ADAT BALI PERSPEKTIF KESETARAAN 

GENDER” Oleh Ni Kadek Setyawati, "KAJIAN HUKUM PENGELOLAAN SAMPAH Dl IN- 

DONESIA" Oleh Ni Ketut Sri Ratmini SH.,  

 

MH, "THE RIGHT TO BE FORGO"ITEN DALAIM PEMBARUAN UNDANG-UNDANG 

TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK" Oleh Dewi Bunga dan Desyanti 

suka .Asih K.Tus, "PRINSIP KEHATI-HATIAN BANK DALAM PEMBERIAN KREDIT BAGI 

MASYARAKAF Oleh Dr. Luh Niia Wlnarni, s.H., M .H, "PENC,ARUH HUKUM HINDU 

DALAIM HUKUM ADAT BALI" Oleh 1 Gede_ "PERKAWINAN MENURUTHINDU DALAIM 

KITAB SUCI MANAWADHARMACASTRA” Olein I wayan Suwadnyana, s.Ag, 

"DESAPAKRAMAN DAN PENGELOLAAN HUTAN” Oleh Dewa Putu Tagel, dan diakhiri 

dengan tulisan "PENGENDALIAN SOSIAL: SIFAT DAN EFEKTIFITAS PENGENDALIAN 

SOSIAL” OlehAnggara PutuDharmaPutra.  
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Oleh I Gede Januariawan __ ABSTRACT According to the theory ofreception in complexu, 

ifa society embraces a particular religion then the customary law ofthe people 

concerned is the religious law that embraced it. Ifthere are things that are not in 

accordance with religious law in question then it is regarded as an exception ora 

deviation from religious law that has been "in complexu gereclpieercf' (accepted in the 

whole).  

 

The influence ofreligious law on customaly law in each society is not the same intensity. 
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implementationofthe teachings ofHinduism. Therefore, the customs or customs ofBali 
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1. PENDAHULUAN Ada banyak pandangan tentang pengaruh agama (hukum agama) 

terhadap hukum adat.  

 

Terhadap pengertian hukum adat dipakai istilah peraturan-peraturan keagamaan 

bermula dari pandangan Salomon Key-zer ( 1823-1868) yang menjadi Guru Besar di 

Delfdari 1850 sampai tahun 1868. Keyzer berpendapat bahwa hukum orang Indonesia 

yang beragama Islam sama saja dengan Hukum Islam (Van Vollenhoven, 1981). Paham 

Keyzer ini dilanjutkan oleh L.W.C. Van den Berg dengan tetap menguliahkan Hukum 

Islam dengan penyimpangan-penyimpangannya. Tentang kehidupan rohani pribumi 

dilukiskan oleh Van den Berg sebagai "hutspot van Mohammedaansche en heidensche 

begrippen " (gado-gado pengertian Islam dan berhala).  

 

Selanjutnya Van den Berg menyusun teori yang terkenal dengan sebutan -reori Receptio 

in Complexu (Teori penerimaan dalam keseluruhan). Van Vollenhoven dalam buku 

"Orientasi dalam HukumAdatIndonesia" merumuskan teori Receptio in Complexu 

sebagai berikut ; " Penerimaan keselunlhan oleh orang-orang Hindu akan Hukum Hindu, 

oleh orang-orang Islam akan Hukum Islam, oleh orang-orang Kristen akan Hukum 

Kristen (sepanjang itu ada terdapat).  

 

Selama tidak dapat dibuktikan kebalikannya menumt ajaran ini hukum orang-orang 

pribumi (dan orang-orang Timur asing) mengikuti agamanya, sebab dengan menerima 

suatu agama, maka mereka sebenamya secan batiniah menerimajuga hukum agamanya 

itu. Apabila terhadap beberapa hal dapat dibuktikan kebalikannya atau merupakan 

pengecualiannya maka itu merupakan penyimpangan-penyimpangan dari hukum 

agama yang telah diterima (diresepsi) secara keseluruhan itu(Van Vollenhoven, 1981). 

Tegasnya menurut teori ini, kalau suatu masyarakat memeluk suatu agama tertentu 

maka hukum adat masyarakat yang bersangkutan adalah hukum agam yang dipeluknya 

itu.  

 

Kalau ada halhal yang tidak sesuai dengan hukum agama yang bersangkutan maka hal 

itu dianggapnya sebagai pengecualian atau penyimpangan dari hukum agama yang 

telah "in complexu gerecipieerd" (diterima dalam keseh-zuhz:l ial) (Wrgrtcdiçoero. 1973). 
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Teori resepsi ini ditentang antara lain oleh VanVollenhoven. Menurut VanVollenhoven, 

unsur agama memang ada dalam hukum adat tetapi itu hanya sebagian kecil saja. 

Sebagian besar masih saja tetap hukum asli Melayu Polinesia. Adanya pandangan yang 

keliru yang menyebabkanhukum agama identik dengan hukum adat itu sebenamya 

kesalahan identifikasi (identificatiefout). Menurut paham yangsalah ini, hukum adat 

bagin terbesarnya diidentifikasi sebagai hukum agama.  

 

Sehingga dipahamkanlah hukum adat adalah sama (identiky dengan hukum agama. 

Sedangkan Snouck Hurgronje mengatakan bahwa tidak semua hukum agama diterima 

dalam hukum adat. Hanya beberapa bagian tertentu saja dari hukum agama terutama 

bagian dari hidup manusia yang sifatnya sangat pribadi yang hubungannya erat dengan 

kepercayaan dan hidup bathin. Misalnya dalam bidang kekeluargaan, perkawinan, dan 

waris. Mengapa dalam bidang-bidang tersebut ? Snouck Hurgronje memberikan alasan 

karena agama merupakan penghayatan rohani (suatu ketentuan yang sifatnya mutlak).  

 

Makasegi-segi adat (hukum adat) tersebut dengan mudah dapat dipengaruhi 

paham-paham yang ada dalam hukum agama. Pendapat Snouck Hurgronje ini 

disempurnakan lagi oleh Ter Haar, bahwa dalam bidang waris tidaklah mutlak, adajuga 

hukum waris yangmerupakan hukum adat yang samasekali asli tidak dapat pengaruh 

hukum agama. Misalnya hukum waris Minang. Berdasarkan latar belakang masalah di 

atas penulis ingin mengetahui lebihjauh bagaimana pengaruh Hukum Hindu dalam 

Hukum Adat Bali mengingat sebagian besar masyarakat Bali menganutAgama Hindu. 

11. PEMBAHASAN 2.1.  

 

Pengertian Hukum Adat Ada beberapa peristilahan dan pengertian yang diberikan 

terhadap hukum adat menurut para sarjana terkemuka sebagai berikut : I. datrecht 

Istilah inilah yangkemudianditetjemahkan menjadi hukum adat. Hanya saja perlu dicatat 

bahwa adatrecht adalah istilah yang tercipta pada masa Hindia Belanda untuk 

menunjukan hukum yang tidak dikodifikasi dikalangan bangsa Indonesia dan 

"EmurAsing _dll). Sehingga pada jaman kemerdekaan perlu dipertanyakan samakah isi 

dan pengertian dari adatrecht dengan isi dan pengertian hukum adat Menurut 

Kusumadi Pudjosewojo, dan Mahadi, kedua guru Besar ini berpendapat bahwa antara 

adatrecht dengan hukum adat adalah berbeda.  

 

K usumadi Pudjosewojo (1966) berpendapat bahwa adatrecht mencakup semua 

aturantingkah laku yang berlaku bagi orang-orang pribumi dan orang-orang Tlmur 

Asing yang mempunyai upaya paksa dan aturannya tidak _ Adatrechtmasihpulameliputi 

hukum yang tertulis. Sedangkan hukum adat yang dimaksud adalahhukum tak tertulis. 

Jadi hukum adat itu bukan merupakan lapangan tersendiri melainkan meliputi lapangan 

hukum yang tak tertulis. Dilain pihak Mahadi merumuskan adatrecht (pada masa Hindia 



Belanda) sebagai hukum sebagian besardalam bentuk tidak tertulis, tidak dalam bentuk 

kodifikasi, maupun dalam bentü tertuhs lairnya sebagairnana lainnya khLLsus untuk 

golongan Indonesia dalam bentuk tertulis di dalam peraturan—peraturan dari 

badan-badan legislatifauto:hteæyang tumbuh dan berkembang sebagai renapan 

kesusilaan secara berbeda dari tempat ketempat dilapmgan masyarakat Indonesia dan 

TlmurAsing, sepanjang terdapat di luar rangka perundang-undangan Barat (segi formil 

dan Materiil). Menurut Mahadi tumusan tersebut masih berlaku sampai keluamya UtJPA. 

Bertolak dari pasal 5 EUPA maka hukum adat adalah hukum adat Indonesiaasli (Mahadi 

dalam BPHN, 1976). I .  

 

Hukum Kebiasaan (Customary Law) Menurut Soerjono Soekanto, hukum adat pada 

dasarnya merupakan hukum kebiasaan. artinya kebiasaan-kebiasaan yang mempunyai 

akibat hukum. Lebih lanjut dijelaskan, memang perlu diakui bahwa setelah kemerdekaan 

hukum adat mempunyai ruang lingkup yang lebih luas. PENGARUH HINDU.... Apabila 

pada jaman sebelum kemerdekaan hukum adat hanya mencakup hukum kebiasaan 

tradisional Yang hanya berlaku bagi orang-orang Indonesia asli maka pada dewasa ini 

hukum adat mempunyai ruang Yang lebih luas yaitu mencakup semuahukum kebiasaan.  

 

Akan tetapi perlukah kedudukannya dipermasalahkan Oleh karena Sampai kinipun 

hukum adat hanya berlaku bagi orang-orang IndonesiaAsli (Soekanto, 1976). 

Dilainpihakvan Dijk (1971 ) merasa keberatan apabila hukum adat disamakan dengan 

hukum kebiasaan. Hukum kebiasaan menurut van Dijkyakni kompleks 

peraturan-peraturan hukum Yang timbul karena kebiasaan, karena telah demikian 

lamanya orang biasa bertingkah laku menurut suatu cara Yang tertentu maka timbulah 

suatu peraturan kelakuan (sila) Yang diterima danjuga diinginkan selanjutnya Oleh 

masyarakat itu.  

 

Berikutnya disebutkan walaupun benar hukum adat itu tidak dikodifikasikan, namun ada 

sebagian Yang terdapat dalam peraturan-peraturan Yang berasal dari rajaraja di 

Indonesia dan dari kepala-kepala desa (misalnya di Bali) dan diantaranya itu adajuga 

berupa hukum tertulis (umpamanya pada daun Iontar, dll). Jadi menurut van Dijk hukum 

kebiasaan adalah hukum Yang seluruhnya tidak dibuat dengan sengaj a sedangkan 

hukum adat ada sebagian Yang dibuat dengan sengaja. Juga van Vollenhoven 

menyatakan istilah "govoote-recht " (hukum kebiasaan) tidak dapat dipakai sebab di 

dalam hukum pribumi dan orangorang Timur Asing Yang tidak dikodifikasikan dapat 

ditunjuk banyak bagian-bagian Yang tidak terdiri dari kebiasaan-kebiasaan tetapi dari 

peraturan-peraturan resmi atau ketentuanketentuan tertulis, peraturan-peraturan desa, 

maklumat-maklumat raja, peraturan-peraturan mengenai hukum Islamdan 

hukumkekaisaran Cina (van Vollenhoven, 1981_ Demikian pula E.  

 



Utrecht menulis bahwa hukum adat dengan hukum kebiasaan adalah berbeda. 

Perbedaannya adalah : Hukum adat asal usulnya bersifatagak sakral, hukum adat berasal 

dari kehendak nenek moyang, agama dan tradisi rakyat seperti Yang dipertahankan 

dalam keputusan penguasa adat. Hukum kebiasaan Yang dipertahankan oleh para 

penguasa Yang tidak termasuk lingkungan badan perundang-undangan, bagian 

besarnya berasal dari kontak antara limur dengan Barat.  

 

Tetapi kemudian hukum kebiasaan itu dapat diresepsi dalam hukum Indonesia sebagai 

suatu Yang asli. Hukum adat bagian besarnya terdiri atas kaidah-kaidah Yang tidak 

tertulis, tetapi adajuga hukum adat tertulis (misalnya Yang ada dalam piagam raja, 

kitab-kitab hukum). Hukum kebiasaan semuanya terdiri dari knedah kaedah Yang tidak 

tertulis (E. Utrecht, 1966). Hukum Tak Tertulis Satu istilah lagi Yang populeruntuk hukum 

adat adalah "hukum tak tertulis". Salah seorang tokoh hukum adat Yang menyebut 

hukum adat sebagai hukum tak tertulis adalah Prof. Dr. Mr. Soepomo.  

 

Oleh Bushar Muhammad dikatakan Soepomo melepaskan perhatian terhadap hal-hal 

atau bagian-bagian Yang tertulis (geschreven bestanddelen) dan memahamkan hukum 

adat itu sebagai hukum Yang tak tertulis dala arti Yang luas, ia menyebut hukum adat 

dalam arti hukum kebiasaan Yang tidak tertulis (Bushar Muhammad, 1976). Menurut 

Hidjazie Kartawidjaja, hukum adat tidak sama dengan hukum tidak tertulis, karena 

pengertian hukum tidak tertulis mempunyai mang lingkup Yang lebih luas dali pada 

hukum adat. Lebih lanj ut disebutkan di Negara kita dikenal pula sejakjaman kolonial 

dahulu, bentuk hukum tidak tertulis Yang bukan hukum adat, sebagai contoh 

disebutkan gewoonte (pasal 15 AB), plaatselijke gewoontw (pasal 1578 BW), sebagai 

kebiasaan Yang tak tertulis.  

 

Disamping itu oleh Hidjazie disebutkan walaupun sebagian besar hukum adat Yang 

tertulis (beschreven en geschreven recht) terdapat misalnya di Tapanuli : ''Huhut 

Parsaoran di Habatahon", "Palik Dohot Uhum ni Halak Batak". Di Sumatra terdapat 

undang-undang Jambi dan Sebagainya Hukum adat dalam _tertulis (dalam arti 

beschreven recht) : "awig-awig" di Bali dan Lombok, "Pranatan Desa" di Java, 

"angger-angger di Surakarta dan Yogyakarta, "Sarakata" di Aceh. Sebagai 

konsekwensinya dari pengertian hukum adat sebagai hukum tak tertu;is, maka terdapat 

sebagian kecil dari hukum adat Yang tertulis itu tidak tercakup dalam pengertian hukum 

adat (sebagai hukum tak tertulis) (Hidjañe K, dalam BP HN, 1976).  

 

Selanjutnya Hidjazie mengusulkan istilah baru Yang dapat dipakai untuk mengganti 

hukum adat yaitu hukum Indonesia. Oleh Hilman Hadikusumah istilah "Hukum 

Indonesia2 kurang tepat. Menurut Hilman Yang dinamakan hukum Indonesia dimasa 

sekarang adalah semua hukum Indonesia Yang terdiri dari hukum per-UtJ-an dan 



hukum adat. Jadi hukum Indonesis adalah hukum nasional Indonesia bukan hukum adat 

sematamata, tetapi hukum adat bersama-sama hukum Yang berasal dari bangsa Iain 

Yang kita ambil dan kita pakai karena sesuai dan tidak bertentangan dengan 

kepribadian Indonesia (Hilman H, 1980). Hukum Pancasila Istilah hukum Pancasila, 

dikemukakan Oleh Prof. Soeripto dan kernudianjuga Oleh Prof Koesnoe (Soeripto, tt, 

dan Koesnoe, 1976).  

 

Dengan hukum Pancasila nampaknya Yang dimaksud adalah dikarenakan hukum adat 

itu merupakan penielmaan Pancasila dan Pancasila adalah sumberkelahimnnyadan 

hukum adat adalah sumber pengenalnya dari Pancasila dalam bidang hukum. Sehingga 

dengan demikian hukum adat adalah dasar bagi hukum nasional, Oleh karena bukan 

saja Pancasila tercantum dalam pembukaan [JUD 1945 tetapi justru karena Pancasila 

adalah sumber dari segala sumber hukum. Sehubungan dengan hukum Pancasila 

Sebagai istilah untuk hukum adat, Hilman _berpendapatjika hukum adat disebut dalam 

arti hukum Paneasila, maka berarti hukum adat itu dilihat di atas, dimana hukum adat 

berfungsi sebagai alat untuk membina masyarakat melalui hukum pe-Ut_J-an Yang 

dilakukan oleh pemelintah. Sebaliknyajika hukum adat itu dilihat dari bawah maka dapat 

diartikan sebagai hukum bineka tunggal ika yaitu hukum Yang berbeda-beda 

pelaksanaannya tetapi satu asas dan cita-citanya.  

 

Dalam hal ini hukum adat adalah sebagai sumber pemberi bahan atau bahan pelengkap 

bagi pembinaan dan pembangunan hukum Nasional dalam rangka mewujudkan 

masyarakat adil dan makmurberdasarkan Pancasila (Hilman H, 1980). 2.2. Pengaruh 

Hukum Hindu Dalam Hukum Adat Bali Kehidupan desa Pakraman di Bali sejak berdirinya 

telah berlandaskan pada nilai-nilai ajaran agama Hindu. Sampai sekarang desa 

Pakraman masih tetap ajeg memposisikan dirinya sebagai lembaga adat Yang 

merupakan wadah _kehidupan uadah lahir dan berkemangnya kebudayaan Bali, serta 

wadah pelestarian adat istiadat Yang merupakan warisan dari nenek moyang 

masyarakat Bali. Masyarakat adat di Bali senantiasa berkembang dinamis menyesuaikan 

dengan perkembangan tuntutan kehidupan masyarakat.  

 

Agama senantiasa dipedomani Sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup Yang 

didasari keinginan untuk bersatu dengan Sang Pencipta, ''weruh ring Sang 

sangkanparaning dumadi _kebudayaan kemudian dipergunakan untuk meningkatkan 

nilai atau keberhargaan hidup, demikian seterusnya dresta, Sima, gamacara dipakai 

untuk menemukan cara hidup Yang baik. Dalam hubungannya dengan adat dan budaya. 

masyarakat adat Bali mewujudkan itu semua dilandasi Oleh alam pemikiran masyarakat 

Timur, Yang dalam beberapa prinsip berbeda dengan alam pemikiran Barat, atau 

sekurangkurangnya berbeda dalam penekanannya.  

 



Untuk terus dapat menjaga dan mengembangkan adat dan budaya secara berkelanjutan 

tetapi tidak meninggalkan karakteristiknya Yang khas, perlu ada pernahaman terhadap 

nilai-nilai Yang _kehidupan adat dan budaya di Desa Pakraman Yang selama ini 

merupakan pedoman beningkah laku bagi masyarakat adat. Dari ketentuanketentuan 

hukum adat Yang berlaku dan dilaksanakan oleh masyarakat, perlu ditelusuri latar 

belakang budaya yangmendasari hukum adatyaitu PENGARUH HINDU..... 

yangmenyangkut sistem nilia dan pandanganhidup (filsafat hidup) dari masyarakat adat 

Bali. Pandangan hidup adalah ajaran tentang nilai-nilai, makna-makna, dan 

tujuan-tujuan dari hidup manusia (Gie, 1979 : 8).  

 

Ada juga yang berpendapat bahwa pandangan hidup merupakan azas atau pendirian 

yang kebenarannya telah diterima dan diyakini, azas itu kemudian dipakai dasar dan 

pedoman untuk masalah-masalah hidup (Sutrisna, 1986: 124). Dari pengertian ini 

tampaklah bahwa dalam pandangan hidup itu terkandung konsep dasar mengenai 

kehidupan yang dicita-citakan, terkandung pikiran-pikiran yang terdalam dan gagasan 

sesuatu wuj ud kehidupan yang dianggap baik. Dengan demikian pandangan hidup 

adalah sistemnilai sebagai kristalisasi nilai-nilai yangdianuu yang diyakini kebenarannya 

dan menimbulkan tekad untuk mevvujudkannya.  

 

Pandangan hidup adalah cara pandang _dari seseorang, masyarakat atau negara, 

tentang kehidupan yang dianggap baik karena diyakini sebagai hal yang benar. Seperti 

telah disampaikan di muka, bahwa perikehidupan masyarakat desa pakraman di Bali 

dilandasi oleh filosofi Tri Hita Karana, yang merupakan cara pandang yang menyangkut 

tiga persepsi dasar hubungan manusia. Secara terminologis, istilah ini tidak terdapat 

dalam kitab suci Weda maupun susastra Hindu lainnya. Istilah ini dicetuskan pertama 

kali oleh Bapak Dr.  

 

I Wayan Mertha Sutedja yang kemudian dipopulerkan oleh Bapak I Gusti Ketut Kaler dan 

Bapak Made Djapa, B.A. (Titib, 2001 : 2). Tri Hita Karana berasal dari bahasa Sansekerta 

Tri aninya tiga, Hita artinya sejahtera, dan Karanaartinya sebab. Apabila dirangkai berarti 

tiga hal yang menyebabkan sejahtera. Hitakara berarti yang bermanfaat, yang sangat 

berguna. Dalam pengertian leksikal, Tri Hita Karana berarti tiga hubungan yang 

harmonis, yakni hubungan manusia dengan Sang Pencipta, hubungan yang harmonis 

dengan sesama manusia, dan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam 

ciptaan dan makhluk hidup lainnya. Bagi masyarakat adat Bali, Tuhan dianggap sebagai 

asal dan tujuan hidup manusia, bahkan merupakan asal dan tujuan dari seluruh alam 

semesta beserta isinya. Pemikiran seperti inilah yang dikonsepsikan dengan konsep 

"sangkan paraning sarat".  

 

Sesuai dengan konsep ini maka antara Sang Pencipta dengan manusia terjadi hubungan 



antara Kawula dan Gusti. Manusia sebagai kawula dan Tuhan sebagai Gusti. Hubungan 

ini harus tetap dijaga, dan Tuhan adalah tujuan tertinggi umat manusia. Dalam struktur 

berpikir yang totaliter manusia sebagai individu tidaklah terpisah dari orang lainnya. 

Malahan segala golongan makhluk saling mempengaruhi dan kehidupan mereka 

bersangkut bersama satu dengan yang lainnya. Berbeda dengan pemikiran Barat 

sebagaimana dikatakan oleh Bertrand Rusel bahwa manusia Barat secara abadi terlibat 

dalam tiga konflik dasar yakni ; melawan orang lain, melawan alam, dan melawan diri 

sendiri (Dharmayuda, 1988 : 53) Dalam pemikiran Timur (termasuk masyarakat Bali), 

orang lain tidak dianggap sebagai saingan akan tetapi sebagai partner dalam 

menciptakan keharmonisan. Manusia yangsatu dengan yang lain harus saling asili, saling 

asuh, saling asah.  

 

Orang yang satu adalah saudara bagi yang lain. Inilahyang merupakan inti dari prinsip 

kekeluargaan yang dalam hukum adat dikenal dengan prinsip _ Eksistensi alam kosmos 

dalam pemikiran masyarakat adat Bali, selalu dibedakan menjadi alam nyata (sekala) dan 

alam tidak nyata (niskala). Terhadap alam nyata, pandangan masyarakat Bali didasarkan 

pada keyakinan tentang kesejajaran makrokosmos (Bhuwana Agung) dengan mikro 

kosmos (Bhuwana Alit).  

 

Menurut keyakinan ini, manusia senantiasa berada di bawah pengaruh tenaga-tenaga 

yang bersumber pada penjuru mata angin pada bintang-bintang dan planet-planet. 

Tenaga-tenaga ini dapat menghasilkan kemakmuran dan kesejahteraan atau bahkan 

sebaliknya memmbulkan pengaruh buruk, tergantung pada usaha manusia untuk 

menyelaraskan kegiatannya dengan hukum-hukum alam raya (Rta). 69 Menurut Robert 

Heine Geldern, individu-individu dapat mengusahakan keselarasan demikian dengan 

mengikuti petunjuk Yang dibarikan Oleh astrologi, pengetahuan tentang hari-hari baik 

dan hari-hari nahas dan banyak lagi peraturan-peraturan kecil Iain (Geldern, 1982 : 4). 

Inilahyang disebut Ter Haar berpikir secara berpatisipasi (participeren denken).  

 

Menurut Ter Haar dengan berpikir secara berpatisipasi manusia harus tetap menjalani 

kosmos (alarn semesta) mempergantikan musim, setidak-tidaknya tidak menghalangi 

pergantiannya, akan tetapi juga bercocok tanam takluk kepada perlunya pergantian 

Yang berulang-ulang itu, mengenai menanam danmenuai hams berlangsung dengan 

cara dulu kala. Apa Yang terjadi harus berpatisipasi kepada apa Yang terjadi terlebih 

dahu1u(TerHaar, 1973 : 11). Prof. Hiding menyebut alam pernikiran seperti itu dengan 

istilah "cosmisch gemeenschap gevoel sebagai persepsi dunia Yang dominan.  

 

Dengan istilah ini Hiding merumuskanbahwa melalui kesadaran kosmosnya manusia 

mengalami kenyataan sebagai totalitas Yang bermakna Yang mencakup segala sesuatu, 

Yang pada hakikatnya lebih dari sekedar penjumlahan bagian-bagiannya, melainkan 



suatu totalitas Yang kuasa, suatu organisme, suatu makro kosmos, dimana terkandung 

diri manusia sebagai mikro kosmos. Segala sesuatu mempunyai kedudukan di situ dan 

setiap gejala menunj ukkan kaitan dan hubungan dengan segala-gala Iainnya (Wardojo, 

1989: 111). Persepsi tersebut di atas, menurut Soerjanto Poespo Wardojo disebutnya 

sebagai persepsi Yang subyektif, yakni melihat diri manusia sebagai bagian dari kosmos, 

oleh karena itu manusia harus harmonis dengan alam.  

 

Alam semesta dianggap sebagai organisme Yang merupakan subyek besar Yang 

berhubungan dengan dirinya sebagai subyek kecil. Berbeda dengan persepsi 

obyektifyang menempatkan alam sebagai obyek dan manusia sebagai subyek. Dalam 

persepsi subyektif antara alam dengan manusia tidak ada jarak dan manusia mencari 

keseimbangan di dalamnya. Tidak demikianhalnya dengan persepsi obyektifyang 

menempatkan alam sebagai obyek Yang punyajarak dengan manusia sebagai subyek 

dan sekaligus penguasa Yang mengolah dan mengatur alam lingkungannya (Wardojo, 

1989 : 112).  

 

Persepsi pandangan hidup masyarakat adat, tercermin dan terkonkritisasi lewat 

nomanorma hukum Yang kebanyakan tidak tertulis, berlaku setempat demi setempat, 

Yang dalam hukum adat Bali disebut berlaku "awewengkon bale agun@'.Nonna ini Oleh 

Snouck Hurgronje diberi predikat adat recht Yang kemudian diterjemahkan sebagai 

hukum adat. Hukum Adat adalah hukum Yang menjelmakan perasaan hukum Yang 

nyata dari rakyat (Koesnoe, 1992 : 4). HukumAdat adalah merupakan hukum Yang tidak 

tertulis seperti Yang telah dinyatakan dalam Seminar Pembinaan Hukum Nasional di 

Yogyakarta pada tahun 1975, " HukumAdat diartikan sebagai Hukum Indonesia asli 

Yang tidak tertulis dalam bentuk perundangundangan Republik Indonesia Yang di sana 

sini mengandung unsur agama" (Abdun•ahman, 1984 : 20_ Berdasarkan pengertian di 

atas, jelas disebutkan adanya pengaruh agama terhadap Hukum Adat.  

 

Indonesia sebagai suatu daerah kepulauan, mula-mula banyak dikunjungi dan 

dikembangkan agama dan kebudayaan Hindu. Di daerah-daerah bersangkutan 

ditemukan pengaruh Hindu Yang sangat kuat, seperti di Pulau Jawa dan Bali (Koesnoe, 

1992 : 5). HukumAdat di Bali, dalam bentuk tertulis disebut dengan awig-awig (Subekti, 

1978 : 4). Contoh Yang paling konkrit dari pandangan hidup masyarakat dapat dilihat 

melalui awig-awig. Awig-awig adalah pok-ok ketentuan hukum dimana hukum adat Bali 

dapat diketemukan. Dalam awig-awig, persepsi hubungan manusia dengan Tuhan dapat 

ditemukan pada ketentuan Yang mengatur tentang "sukertha tata agama persepsi 

antara hubungan manusia dengan masyarakat dapat ditemukan dalam aturan tentang 

"sukertha tata pakraman dan _sukertha tata pawongan dan persepsi masyarakat tentang 

hubungan manusia dengan alamnya dapat ditemukan dalam aturan tentang 

PENGARUH _ "sukertha tata palemahan" atau "sukertha tata pakraman " Pembahasan 



terhadap Hukum Adat Bali tidak dapat dipisahkan dengan pembahasan terhadap 

Hukum Hindu. Banyak ditemukan fakta bahwa Hukum Agama Hindu sangat besar 

pengaruhnya terhadap Hukum Adat Bali. Hal ini sudah menjadi penelitian para ahli 

dalam bidang Hukum Adat sejak dahulu.  

 

Untuk menentukan bag-aimanaIxngaruhagamasehingga menjadi unsur dalam isi hukum 

adat, Hidjasie Kartawidjaja membuat periodisasi secara ringkas sebagai Zaman sebelum 

pengarahHindu (sebelum abad V) hukum yang berlaku pada Saat itu adalah hukum asli 

bangsa Indonesiayang nuLSih murni belum mendapatkan penganlh dari luar. Zaman 

pengaruh Hindu (kira-kira abad VIII). Pada periode ini, isi hukum asli bangsa Indonesia 

telah diperkaya dengan bahan-bahan materi Hukum Hindu. Pengaruh Hukum Hindu ini 

diterima oleh Bangsa Indonesia secara sukarela tanpa paksaan. Jaman pengaruh Islam 

dan pengaruh agama lainnya, yang diperkirakan abad XV.  

 

Hukum asli Bangsa Indonesia diperkaya lagi dengan bahan-bahan dari Hukum islam, 

yang diterima bersama-sama dengan penyebaran Agama Islam. Setelah bangsa-bangsa 

Portugis, Spanyol, Inggris dan Prancis berdatangan ke Indonesia, isi hukum asli Bangsa 

Indonesia diperkaya pula dengan bahan-bahan yang berasal dari agama mereka, yaitu 

Hukum Kristen ( Hukum Gereja ). Lebih-lebih setelah Bangsa Belanda bercokol di 

Indonesia. Zaman penjajahan Belanda dan Jepang pada abad XVI. Hukum asli bangsa 

Indonesia didesak. Hukum Adat Bangsa Indonesia mengalami beberapa peristiwa 

penting yaitu.  

 

Pertama, Snouck Hurgronje dan Van Vollenhoven memberi jeneng hukum asli 

ditambahhukum agamatersebut sebagai hukum adat. Kedua, hukum adat mendapat 

tekanan dan perkosaan dari pemerintah Belanda. Ketiga, hukum adat mendapat 

pengaruh hukum barat secara paksa. ZamanKemerdekaan, sejak 17 Agustus 1945 

hukum adat menghadapi cobaan yang cukup berat, kedudukan hukum adat tidakjelas. 

Pada abad XIX dijumpai istilah , peraturan-peraturan keagamaan, atau godsdienstige 

wetten. Istilah ini menunjuk pada pengertian hukum adat (sebagaimana ditemukan pada 

peraturan perundang-undangan Hindia Belanda). Hal ini berarti bahwa hukum adat 

identik dengan hukum agama.  

 

Pengaruh hukum agama terhadap hukum adat di masing-masing masyarakat 

intensitasnya tidaklah samtLAda yang cukup dominan, adapula yang sedikit. Sebagai 

contoh di Bali, pengaruh agama Hindu sangat besar, sehingga adat atau hukum adat 

Bali sebagian besar merupakan pelaksanaan ajaran agama Hindu. Oleh karena itulah 

adat atau hukum adat Bali sering disebut adat agama atau gama. Prof. Soerjono 

Soekanto dalam kaitannya dengan pengaruh hukum agama terhadap hukum adat 

menulis sebagai berikut : Ahli-ahli hukum adat menyatakan bahwa dalam masa pra 



Hindu yang terdapat di Indonesia adalah adat Melayu Polinesia.  

 

Lambat laun datang kebudayaan Hindu, kemudian kebudayaan Islam dan kebudayaan 

Kristen yang masing-masing mempengaruhi kebudayaan asli tersebut. Dalam beberapa 

hal pengaruh ini sedemikian besar sehingga peneliti-peneliti hukum adat salah paham 

dan berpendapat bahwa yang terpenting dalam adat istiadat Indonesla bukan adat 

Melayu Polinesia. Unsur-unsur agama yang menjadi isi dari hukum adat adalah 

berdasarkan hukum agama yang tertulis seperli : Hukum Hindu Sumber-sumbernya 

harus diketemukan dari perbandingan pelbagai Dharmanibandha (komposisi tentang 

hukum) yang dipergunakan semenjak abaci X atau XI dan yang asal mulanya adalah 

Dharmasutra (pedoman hukum) dan Dharmasastra (buku hukum) yang kuno dan 

masyhur sepetti karangan Manu. _dan Narada. 



Ml, Hukum Islam Sumbernya kitab-kitab Fikh dari mazab Syafii yang berpengaruh.  

 

Kecuali kitab-kitab Fikh juga banyak kitab-kitab kumpulan Fatwa, penting artinya 

sebagai sumber hukum Islam. Selanjutnya tentu saja keputusan-keputusan hakim agam 

di Indonesia. Hukum Kristen (Hukum Gereja) Adapun sumbernya, bagi hukum gereja 

Katolik intinya terdapat dalam bentuk kodifikasi _yang dipersiapkan sewaktu Paus Pius X 

dan diundangkan oleh Paus Benedictus XV pada hari Minggu Pantecosta tahun 19! 7 

disebut "Codex iwis Canonici mulai berlaku Minggu Pantecosta tahun 1918 (Hukum 

Kanun).  

 

Sebelum itu terdapat himpunan peraturan yang disebut "Corpus luris Canonici" (1580) 

terdiri atas Decretum Gratiani (Himpunanputusanputusan concilie dan Decretales dari 

para Paus, _pertengahan abad XII) beserta peraturanperaturan lain. Bagi Hukum Gereja 

Protestan, beberapa putusan dari raja-raja, konsistori-konsistori dan synode-synode, 

berlainan bagi Negara-negara yang bersangkutan (Pudjosewoyo, 1961). 111. 

KESIMPULAN 1. Dari beberapa rumusan tersebut di atas dapatlah sekarang disimpulkan 

bahwa hukum adat adalah : a.  

 

Hukum Indonesia asli dalam wujud adatistiadat yan mempunyai akibat hukum; Yang 

sebagian besartidak tertulisdan sebagian kecil tertulis tetapi tidak dalam bentuk 

per-UUan RI; Yang bersumberdari kehendak nenek moyang, agama dan tradisi rakyat ; 

Sehinggamempunyai sifatyangagaksakral ; Yang tetap dipertahankan serta diikuti oleh 

masyarakat hukum adat. 2. Menurut teori reception in complexu, kalau suatu 

masyarakat memeluk suatu agama tertentu maka hukum adat masyarakat yang 

bersangkutan _adalah hukum agam yang dipeluknya itu.  

 

Kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan hukum agama yang bersangkutan maka hal 

itu dianggapnya sebagai pengecualian atau penyimpangan dari hukum agama yang 

telah "in complexu gerecipieerd" (diterima dalam keseluruhan itu). Pengaruh hukum 

agama terhadap hukum adat di masing-masing masyarakat intensitasnya tidaklah sama. 

Ada yang cukup dominan, ada pula yang sedikit. Sebagai contoh di Bali, pengaruh 

Hindu sangat besar, sehingga adat atau hukum adat Bali sebagian besar merupakan 

pelaksanaan ajaran agama Hindu. Oleh karena itulah adat atau hukum adat Bali sering 

disebut adat agama atau gama DAFTAR BACAAN Koesnoe, Moh.  
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